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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui Formulasi Kebijakan Bandung Creative Hub Di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bandung Creative Hub sebagai bentuk kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam menunjang kegiatan ekonomi kreatif dalam pelaksanaannya belum efektif selama ini.
2. Belum adanya Peraturan dalam bentuk Peraturan Walikota/Daerah, baru ada Peraturan Dinas berbentun SOP.
3. Dalam Formulasi Kebijakan Bandung Creative Hub Di Kota Bandung baru dalam proses penelaahan dan pembahasan secara mendalam di dalam Pemerintah Kota Bandung.
4. Dalam proses analisis permlasahan mengenai Bandung Creative Hub belum melibatkan banyak pelaku dalam menganalisis permasalahan mengenai ekonomi kreatif yang nantinya akan menjadi Peraturan yang memayungi Bandung Creative Hub ini.
5. Adanya ketidak sesuaian pendapat dari pihak pengelola Bandung Creative Hub (Pemerintah) dengan para pelaku ekonomi kreatif, dimana belum adanya sosialisasi yang jelas mengenai gedung Bandung Creative Hub.
6. Pemerintah Kota Bandung dalam tahap analisis permasalahan ini jangan terlalu terburu-buru dalam menentukan kebijakan. Analisis secara matang dan juga melibatkan lagi lebih banyak para pelaku untuk memperkaya referensi dalam proses perumusan kebijakan ini. Agar dapat menghasilkan kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Walikota/Daerah dalam memayungi Bandung Creative Hub yang efektif dan tepat sasaran. 

5.2. Saran
1. Harus adanya Peraturan Walikota/Daerah untuk memayungi Bandung Creative Hub agar bisa berjalan dengan baik dan efektif, dan juga meminimalisir penyalahgunaan atau penyelewengan kedepannya.
2. Karena dalam formulasi kebijakan Bandung Creative Hub baru sampai di analisis permalasahan, maka harus teliti lebih dalam lagi dalam perumusan ini dan melibatkan lebih banyak pelaku dalam menganalisis permasalahan ini agar dapat menyentuh seluruh stakeholder pelaku ekonomi kreatif dan nantinya dalam hasil formulasi kebijakan menghasilkan Peraturan yang efektif.
3. Pemerintah Kota Bandung dalam analisis permasalahan ini sebaiknya menentukan dengan tepat apakah gedung Bandung Creative Hub ini sebaiknya menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) atau di kelola oleh pihak ke tiga yaitu swasta agar bisa berjalan dengan efektif dan maksimal.
4. Pihak pengelola Bandung Creative Hub dan juga Pemerintah Kota Bandung sebaiknya lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan Bandung Creative Hub dan juga mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi agar para pelaku dan juga warga kota Bandung menjadi lebih tahu mengenai kegiatan-kegiatan dan juga fasilitas apa saja yang ada di Bandung Creative Hub.
5. Mengajak kolaborasi melalui program yang diadakan oleh Bandung Creative Hub kepada para pelaku ekonomi kreatif, seperti mengadakan seminar, workshop, pameran, acara musi, dsb. Agar memberikan dampak yang lebih besar lagi dan bermanfaat bagi para pelaku ekonomi kreatif dan juga masyarakat Kota Bandung.
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